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Internet

Admin, CNN Indonesia, Daftar Ormas Keagamaan yang Bisa Garap Tambang di

RI, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240602083414-20-
1104771/daftar-ormas-keagamaan-yang-bisa-garap-tambang-di-ri, diakses
pada 21/Januari/2025.

Admin, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, Sekilas Sejarah Matakin,
https://matakin.or.id/category/berita/read/-sekilas-sejarah-matakin, diakses
pada 22 Januari 2025

Admin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Siaran Pers Nomor:
013.Pers/04/SJ1/2025 Tanggal: 18 Februari 2025, RUU Minerba Resmi
Disahkan Menjadi Undang-Undang, https://www.esdm.go.id/id/media-
center/arsip-berita/ruu-minerba-resmi-disahkan-menjadi-undang-undang
diakses pada 19 Maret 2025

Admin Buddhazine, Inilah Contoh Pemberdayaan Ekonomi Umat Buddha, tersedia
di https://buddhazine.com/inilah-contoh-pemberdayaan-ekonomi-umat-
buddha/, diakses pada 27 Juni 2025

Admin Procurement, Cara Negara Skandinavia Menerapkan Pengadaan Ramah
Lingkungan, tersedia di https://procurement.id/2025/01/30/cara-negara-
skandinavia-menerapkan-pengadaan-ramah-lingkungan/, diakses pada 09
September 2025

Andi, Ferdian, lzin Tambang dan Mandat Ormas Keagamaan, tersedia di
https://www.tempo.co/kolom/risiko-izin-tambang-ormas-keagamaan-22803,
diakses pada 01 Juli 2025

Arif, Ahmad, Indoenesia Sumbang 58,2 Persen Perusakan Hutan Tropis akibat
Pertambangan, tersedia di
https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/13/indonesia-sumbang-
582-persen-perusakan-hutan-tropis-akibat-pertambangan, diakes pada 20
Juni 2025.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat
Adat Nusantara, Masyarakat Adat di Tahun Politik, di Tengah Hukum
Represif & Cengkraman Oligarki, tersedia di
https://aman.or.id/files/publication-
documentation/39048CATAHU%20AMAN%202023%20-%20L Y TD.pdf,
diakses pada 12 Agustus 2025

, Catatan Akhir Tahun 2024 Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara, Transisi Kekuasaan & Masa Depan Masyarakat Adat, tersedia di
https://www.aman.or.id/publication-documentation/304, diakses pada 12
Agustus 2025
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Cahyono, Eko, Wajah Ganda Agama: Antara Anugerah dan Bencana, tersedia di
https://nasional.sindonews.com/read/1392299/18/wajah-ganda-agama-
antara-anugerah-dan-bencana-17178195867showpage=all, diakses pada 30
Juli 2025

Charles, Maju Bersama Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera, tersedia di
https://beritakaltim.co/2023/07/16/maju-bersama-perusda-pertambangan-
bara-kaltim-sejahtera/, diakses pada 08 September 2025

Climate Action Tracker, Indonesia, tersedia di
https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/, di akses pada 13
Agustus 2025

DA, Adt Thead, 5 Catatan YLBHI untuk Perubahan Keempat UU Minerba, tersedia
di https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-ylbhi-untuk-perubahan-
keempat-uu-minerba-1t67b6bd5b10735/?page=3, diakses pada 01 Juli 2025.

, 3 Peran Penting Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi,
https://www.hukumonline.com/berita/a/3-peran-penting-partisipasi-publik-
dalam-proses-legislasi-1t66a8509c12e8d/?page=2, diakses pada 07
September 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, RUU tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, tersedia di https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-
dpr/fungsi-legislasi/prolegnas-periodik/detail/804, diakses pada 04 Juni
2025.

, Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi DPR RI dalam Rangka
Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tersedia di
https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas-
periodik/detail/804, diakses pada 16 Juni 2025

EPA, Environmental Justice: Learn About Environmental Justice, tersedia di
https://www.epa.gov/environmentaljustice/learn-about-environmental-
justice, diakses pada 25/01/2025

Faturahman, Andi Adam, NU dan Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas,
Pegiat Singgung Soal Kemaslahatan, tersedia
di:https://www.tempo.co/politik/nu-dan-muhammadiyah-terima-izin-
tambang-ormas-pegiat-singgung-soal-kemaslahatan-35557, diakses pada
10/11/2024.

Fajriadi, Alif Ilham, LPEM Ul dan Greenpeace Luncurkan Makalah Kebijakan
Coal Lock-In, Bahas  Solusi DEkarbbonisasi, tersedia  di
https://www.tempo.co/lingkungan/lpem-ui-dan-greenpeace-luncurkan-
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makalah-kebijakan-coal-lock-in-bahas-solusi-dekarbonisasi-109278, diakses
pada 31 Juli 2025

Gultom, Indra, NU buat PT BUMN untuk kelola tambang hingga 26.000 Ha di
Kaltim, tersedia di https://www.antaranews.com/berita/4563098/nu-buat-pt-
bumn-untuk-kelola-tambang-hingga-26000-ha-di-kaltim, diakses pada 20
Januari 2025.

Greenpeaace, Pengesahan Revisi UU Minerba: Langkah Mundur bagi Transisi
Energi dan Kedilan Lingkungan, tersedia di
https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/62259/pengesahan-revisi-
uu-minerba-langkah-mundur-bagi-transisi-energi-dan-keadilan-lingkungan/,
diakses pada 31 Juli 2025

Indonesia  Parliamentary  Center, Revisi UU Minerba, tersedia di
https://openparliament.id/2025/03/04/ruu-tentang-perubahan-keempat-
undang-undang-nomor-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-mineral-dan-
batubara/, diakses pada 04 Juni 2025

Indonesia Corruption Watch, Rencana Revisi Terbaru UU Minerba: Menambah
Pemburu Rente Baru dan Menyuburkan Tata Kelola Kolusif di Sektor
Ekstraktif, tersedia di https://antikorupsi.org/id/rencana-revisi-terbaru-uu-
minerba-menambah-pemburu-rente-baru-dan-menyuburkan-tata-kelola-
kolusif, diakses pada 02 Juli 2025

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri, Pembinaan Ekonomi Umat,
Erman Zaruddin Jelaskan Peran Ormas dalam Pemberdayaan Ekonomi
Umat, tersedia di https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pembinaan-ekonomi-
umat-erman-zaruddin-jelaskan-peran-ormas-dalam-pemberdayaan-ekonomi-
umat, diakses pada 27 Juni 2025

Kementerian Agama Republik Indonesia, Daftar Aras Nasional, tersedia di
https://sindak.kemenag.go.id/urusan-agama/aras, diakses pada 21 Januari
2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TPK terkait Kerjasama Pengangkutan
Batubara pada BUMD Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tersedia
di https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk-terkait-
kerjasama-pengangkutan-batubara-pada-bumd-milik-pemerintah-provinsi-
sumatera-selatan, diakses pada 08 September 2025

Lestari, Intan, Jatah Tambang untuk Ormas: Pertanyaan Moral dan Sinyal Buruk
Pencegahan Krisis Iklim, tersedia di
https://mongabay.co.id/2024/06/19/jatah-tambang-untuk-ormas-pertanyaan-
moral-dan-sinyal-buruk-pencegahan-krisis-iklim/,  diakses pada 09
September 2025
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Mardatila, Ani, Kebut Aturan Tambang Masuk Kampus, tersedia di
https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20250127/Kebut-Aturan-Tambang-
Masuk-Kampus/, diakses pada 07 September 2025

Maulana, Irfan, Ingatkan Ormas Keagamaan: Hati-hati, Tambang Biang Masalah,
tersedia di https://mongabay.co.id/2024/06/03/ingatkan-ormas-keagamaan-
hati-hati-tambang-biang-masalah/, diakses pada 30 Juli 2025

Muliawati, Firda Dwi, Dapat Jatah IUP Tambang dari Jokowi, Ini Daftar Ormas
Keagamaan di RI, tersedia di
https://www.cnbcindonesia.com/news/20240602154642-4-543129/dapat-
jatah-iup-tambang-dari-jokowi-ini-daftar-ormas-keagamaan-di-ri,  diakses
pada 20 Januari 2025

Mulyasari, Diana, Sifat Nirlaba Ormas Keagamaan dan Konsesi Pertambangan,
tersedia di  https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-nirlaba-ormas-
keagamaan-dan-konsesi-pertambangan-1t66c41521e8cd6/, diakses pada 26
Juni 2025

Michella, Widya, Soal Kelola Tambang, Walubi Mengaku Belum Ditawari
Pemerintah, tersedia di
https://nasional.sindonews.com/read/1425557/15/soal-kelola-tambang-
walubi-mengaku-belum-ditawari-pemerintah-1722312424, diakses pada
22/01/2025.

Mohammad Faiz, Pan, Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal
33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tersedia di
https://panmohamadfaiz.com/2006/10/08/penafsiran-konsep-penguasaan-
negara/, diakses pada 22 Mei 2025

Nasar, M Fuad, Ormas Keagamaan Benteng Keutuhan Bangsa,
https://kemenag.qgo.id/opini/ormas-keagamaan-benteng-keutuhan-bangsa-
4j7wW, diakses pada 21/01/2025.

Nathania, Kezia Dwina, Guru Besar UGM: Ada Potensi Moral Hazard jika Kampus
Kelola Tambang, tersedia di https://ugm.ac.id/id/berita/quru-besar-ugm-ada-
potensi-moral-hazard-jika-kampus-kelola-tambang/, diakses pada 12
Agustus 2025

Nur, Mochammad Fajar, Izin Tambang Ormas Keagamaan Menyandera Nalar
Kritis Organisasi, tersdia di https://tirto.id/izin-tambang-ormas-keagamaan-
menyandera-nalar-kritis-organisasi-gZal, diakses pada 30 Juli 2025

Nugroho, Wahyu, Runtuhnya Marwah Perguruan Tinggi sebagai Entitas Bisnis
Tambang, tersida di https://www.hukumonline.com/berita/a/runtuhnya-
marwah-perguruan-tinggi-sebagai-entitas-bisnis-tambang-
It67a5a464cd853/?page=2, diakses pada 31 Juli 2025
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Nurdifa, Afiffah Rahmah & Hidayatullah, Mochammad Ryan, Kontroversi Revisi
UU Minerba: Dikebut Semalam, Kampus Kecipratan Konsesi Tambang,
tersedia di  https://ima-api.org/detail/news/mining/kontroversi-revisi-uu-
minerba-dikebut-semalam-kampus-kecipratan-konsesi-tambang, diakses
pada 02 Juli 2025

Perdana, Aditya Putra, Privilese Izin Tambang bagi Ormas Keagamaan Terus
Digugat, tersedia di
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/03/privilese-izin-tambang-
bagi-ormas-keagamaan-disebut-sarat-kepentingan, diakses pada 01 Juli 2025

Patoni, Ketua Umum PBNU Angkat Bicara soal Konsesi Tambang untuk Ormas
Keagamaan, tersedia di https://www.nu.or.id/nasional/ketua-umum-pbnu-
angkat-bicara-soal-konsesi-tambang-untuk-ormas-keagamaan-RXbOF,
diakses pada 10 November 2024

Prayudha, Widodo Suyamto Galuh, Menteri Investasi sebut akan selektif beri [UP
kepada ormas kegamaan, tersedia di
https://bali.antaranews.com/berita/347412/menteri-investasi-sebut-akan-
selektif-beri-iup-kepada-ormas-keagamaan, diakses pada 08 September 2025

Putri, Eka Alisa, 9 Ormas Hindu Terbesar di Indonesia, https://www.pikiran-
rakyat.com/nasional/pr-018201573/9-ormas-hindu-terbesar-di-
indonesia?page=all, diakses pada 21 Januari 2025.

Pushep, Tak Sembarang Ormas Bisa Kelola Tambang, tersedia di
https://pushep.or.id/tak-sembarang-ormas-bisa-kelola-tambang/, diaksees
pada 08 September 2025

Rachim, Akmaluddin, Polemik Revisi UU Minerba, tersedia di
https://www.kompas.id/artikel/polemik-revisi-uu-minerba, diakses pada 22
Juli 2025

Rahma, Andita, Jatam Nasional Catat ada 45 Konflik Tambang Sepanjang 2020,
tersedia  di  https://www.tempo.co/politik/jatam-nasional-catat-ada-45-
konflik-tambang-sepanjang-2020-545633, diakses pada 30 Juni 2025.

Rahmad, Kejati Kaltim tahan tersangka baru kasus korupsi perusda pertambangan
tersedia di https://kaltim.antaranews.com/berita/232725/kejati-kaltim-tahan-
tersangka-baru-kasus-korupsi-perusda-
pertambangan?utm_source=chatgpt.com, di akses pada 08 September 2025

Ramadanty, Sabrina, Miliki Cadangan Batubara 31,7 Miliar Ton, Eksplorasi
Indonesia Masih Renda, tersedia di https://industri.kontan.co.id/news/miliki-
cadangan-batubara-317-miliar-ton-eksplorasi-indonesia-masih-rendah,
diakses pada 26 Juni 2025
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Razi, Muhammad Fahrul, Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap
Lingkungan dan Masyarakat Kalimantan Timur, tersedia di
https://osf.io/preprints/osf/eab5p, diakses pada 04 Juli 2025

Rizga, Hasanul, Dua Organisasi Besar Nasrani Kompak Soal Tambang untuk
Ormas, tersedia di https://news.republika.co.id/berita/sen2qr458/dua-
organisasi-besar-nasrani-kompak-soal-tambang-untuk-ormas, diakses pada
21 Januari 2024

Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon, Komitmen dalam NDC,
tersedia di https://karbon.ditjenppi.org/fag-iklim-dan-karbon/komitmen-
dalam-ndc, diakses pada 13 Agustus 2025

Safitri, Belinda, Indonesia Pimpin Ekspansi Tambang Batu Bara di Tengah Krisis
IKlim, tersedia di https://wartaekonomi.co.id/read577507/indonesia-pimpin-
ekspansi-tambang-batu-bara-di-tengah-krisis-iklim, diakses pada 13 Agustus
2025

Safitri, Eva, Muhammadiyah Bentuk 2 Perusahaan untuk Kelola Tambang,
Gandeng Para Ahli, tersedia di https://news.detik.com/berita/d-
7535584/muhammadiyah-bentuk-2-perusahaan-untuk-kelola-tambang-
gandeng-para-ahli, diakses pada 19 Januari 2024.

Sekretariat Jenderal DPR RI, Rapat Paripurna DPR RI Sahkan RUU Minerba Jadi
Undang-Undang, tersedia di
https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/54273/t/Rapat+Paripurna+DPR+RI+Sa
hkan+RUU+Minerba+Jadi+Undang-Undang, diakses pada 20 Januari 2025

Shabrina, Dinda, Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Cara DPR Kebut Revisi UU
Minerba: Akrobat Konstitusi, tersedia di
https://www.tempo.co/ekonomi/koalisi-masyarakat-sipil-kritik-cara-dpr-
kebut-revisi-uu-minerba-akrobat-konstitusi-1196783, diakses pada 22 Juli
2025

Soyland Mona dkk, Norway Mining 2025, tersedia di
https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/mining-
2025/norway?utm, diakses pada 09 September 2025

Sulistiowati, Tri, Revisi UU Minerba Tak Penuhi Syarat Formil, tersedi di
https://industri.kontan.co.id/news/revisi-uu-minerba-tak-penuhi-syarat-
formil, dikases pada 01 Juli 2025

Susilo, Nina & Wulan, Mawar Kusuma, Kenapa Hak Ormas Kelola Tambang
Menuai Kritik?, tersedia di https://www.kompas.id/artikel/kenapa-hak-
ormas-kelola-tambang-menuai-kritik, dikases pada 02 Juli 2025
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Sutrisna, Tri dan Krisiandi, Respons PBNU, Muhammadiyah, PGI, dan PHDI soal
Izin Kelola Tambang untuk Ormas, tersedia di
https://nasional.kompas.com/read/2024/06/05/09333561/respons-pbnu-
muhammadiyah-pgi-dan-phdi-soal-izin-kelola-tambang-untuk-
ormas?page=all, diakses pada 21 Januari 2025.

Tanahair.net, Indonesia Pimpin Ekspansi Tambang Batu Bara di Asia Tenggara,
Dapat Perburuk Krisis Iklim, tersedia di https://tanahair.net/id/indonesia-
pimpin-ekspansi-tambang-batu-bara-di-asia-tenggara-dapat-perburuk-krisis-
iklim/, diakses pada 13 Agustus 2025

The Conversation, Izin Tambang untuk ormas keagamaan: lebih banyak manfaat
atau mudarat? tersedia https://theconversation.com/izin-tambang-untuk-
ormas-keagamaan-lebih-banyak-manfaat-atau-mudarat-232385, pada
tanggal 08 September 2025

Tim Penulis Hukumku, Fakta Menarik Tentang Pemberian Izin Usaha
Pertambangan untuk Ormas, tersedia di https://www.hukumku.id/post/fakta-
iup-ormas, diakses pada 23 Juli 2025

Triono, Aru Lego, PBNU Bangun 250 Badan Usaha untuk Pemberdayaan Ekonomi
Nahdliyin di Abad kedua, tersedia di https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-
bangun-250-badan-usaha-untuk-pemberdayaan-ekonomi-nahdliyin-di-abad-
kedua-4YwNI, diakses pada 27 Juni 2025

Trisna, Ni Kadek, dkk, Kronologi ITUP untuk Ormas Keagamaan, Semua Bermula
Janji Jokowi kepada NU pada 2021: Saya Pastikan yang Gede,
https://www.tempo.co/politik/kronologi-iup-untuk-ormas-keagamaan-
semua-bermula-janji-jokowi-kepada-nu-pada-2021-saya-pastikan-yang-
gede-52675, diakses pada 19 Maret 2025

Ulinuha, M Taufiq, Muhadjir Effendy Ungkap Strategi Muhammadiyah Mengelola
Konsesi Tambang: Tak Terburu-buru, Fokus Persiapan!, tersedia
di:https://pwmjateng.com/muhadjir-effendy-ungkap-strategi-
muhammadiyah-mengelola-konsesi-tambang-tak-terburu-buru-fokus-
persiapan/, diakses pada 10 November 2024.

, Penataan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM)
untuk Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan, tersedia di
https://pwmjateng.com/penataan-badan-usaha-milik-muhammadiyah-
bumm-untuk-meningkatkan-produktivitas-dan-pendapatan/, diakses pada 19
Januari 2025

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Menuju 2 Tahun UU Minerba:
Puluhan Warga Dikriminalisasi Jutaan Hektar Lahan Dijarah, tersedia di
https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-
dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah, diakses pada 30 Juni 2025
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, Pertambangan Bukan Tugas Utama Ormas Kegamaan,
tersedia di https://walhintb.org/pertambangan-bukan-tugas-utama-ormas-
keagamaan/?privacy=updated, diakses pada 08 September 2025

Walubi, Majelis Walubi, tersedia di https://www.walubi.or.id/majelis-2/majelis/,
diakses pada 22 Januari 2024

Wardah, Fathiyah, UU Minerba Disahkan! UMKM, Ormas Keagamaan
Diprioritaskan Dapat Izin Tambang, tersedia di
https://www.voaindonesia.com/a/uu-minerba-disahkan-umkm-ormas-
keagamaan-diprioritaskan-dapat-izin-tambang/7979197.html, diakses pada
02 Juli 2025

Wardana, Agung, Hilangnya Partisipasi Masyarakat pada Perubahan UU
Minerba, tersedia di  https://mongabay.co.id/2020/06/19/hilangnya-
partisipasi-masyarakat-pada-perubahan-uu-minerba/, diakses pada
22/07/2025

World Energy Data, Industri mining in Indonesia accounts for 45% of global
tropical deforestasi, tersedia https://www.worldenergydata.org/industrial-
mining-in-indonesia-accounts-for-45-of-global-tropical-
deforestation/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 30 Juni 2025

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 116.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional. Lembaran Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82
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